
SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Menimbang

Mengingat

PERATT]RAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR5 TAHUN2OIO

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN

PERI.]BAHAN STATUS DESA MENJADI KELURA}IAN

DENGAN RAHMAT TI]HAN YANG MAHA ESA

BUPATIKEDIRI,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28

Tatrun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan

Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, perlu mengatur tentang Pembentukarl

Penghapusarl Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi

Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan" Penggabungan

Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

: l. Undang-Undang Nomor 12 Tahwr 1950 tentang Pemb€ntukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

2730\;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahrm 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negma

Republik lndonesia Nomoll437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerinull Pernerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah KabupatenA(ota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk

Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2O06 terfiatg Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran

Daerah dan Berita Daerah

ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan,

Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi

Kelurahan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentaog Pedoman

Adminishasi Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3l Tahm 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

(t embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 3 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 65);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008

Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 73);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 40 Tahun 2008 tenlang Organisasi

dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008

Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 74);



3

Dengan Persetujuan Be$ama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABI,JPATEN KEDIRI

daD

BUPATIKEDIRI,

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN,

PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERI.]BATIAN STATUS

DESA MENJADI KELURAI{AN.

BAB I
KETENTUANIJMT]M

Pasal 1

Dalan Perahran Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas p€mbantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.

5. Perangkat Daerah addah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri atas

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Kecamatan dan Kelurahan.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Carnat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

7. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yeng memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia

9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam

wilayah kerja Kecamatan.

10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja

pelaksanaan Pemerintahan Desa.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat sercmpat

yang diakui dan dihonnati dalam sist€m Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia-

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebaga.i unsur

penyelenggara pemerintahan Desa.
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13. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin

penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

bersama Badan Permusyawarztan Desa.

14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutrya disingkat BPD, adalah lembaga

yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

15. Rapat Desa adalah kegiatan rapat di tingkat Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang

dihadiri Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa'

Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agam4 tokoh wanita,

tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya serta BPD.

16. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang

bersandingaq atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau

pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada

17. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat

tidak lagi memenuhi persyaratan.

lE. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru

19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan,

penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi,

supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan Desa.

20. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah pmses kegiatan

yang ditujukan unhrk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien

dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUANGLINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa;

b. perubahan satus Desa menjadi Kelurahan; dan

c. pemb€ntukan Dusun.

BAB III
PEMBENTI.]KAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABIJNGAN DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Desa

Paragraf I
Umum

Pasd 3

Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa

yang bersandingarl atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebill atau

pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
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Paragraf 2

Tujuan Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna

mempercepat terwujudnya kesejaht€raan masyarakat.

Paragraf 3

Syarat-syarat Pembentukan

Pasd 5

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi syarat :

a- jumlah penduduk paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 KK ;

b. luas wilayatr dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pernbinaan

masyarakat ;

c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun ;

d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar runat beragama dan

kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setemFat l

e. potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia ;

f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa ;

g. samna dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastnrktur pemerintahan Desa

dan perhubungan.

Paragaf 4

Tata Cara Pembentukan

Pasal 6

(l) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa,

adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan setelah

mencapai usia penyelenggaraan pernerintahan Desa paling sedikit 5 (lima)

talnm.

Pasal 7

Tata cara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

a- adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa ;

b. masyarakat mengajukan usul pembentukan Desa kepada BPD dan Kepala Desa ;

c. BPD mengadakan npat bemama Kepala Desa untuk mernbahas usul masyarakat

tentang pembentukan Des4 dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita

Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa ;

d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Kepala Daerah melalui

Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi

Desa yang akan dibentuk ;

e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Kepala Daerah

menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan

observasi ke Desa yang akao dibentulq yang hasilnya menjadi bahan

rekomendasi kepada Kepala Daerah;
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f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk Desa bart1 Kepala

Daerah menetapkan pembentukan desa dengan Peraturan Daerah tersendiri;

g. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah t€ntang Pembentukan Desa sebagaimana

dimaksud pada hunrf f, harus melibarkan Pemerintah Desq BPD dan unsur

masyarakat Desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Desa

yang akan dibentuk.

h. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan

Desa hasil pembahasan Pemerintah Desq BPD, dan usnsur masyarakat Desa

kepada DPRD dalam forum rapat Paripuma DPRD;

i. DPRD bersama Kepala Daerah melakukan pembahasan atas Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pembennrkan Desa, dan bila diperlukan dapat

mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;

j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui

bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD

kepada Kepala Daerah untuk dirctapkan menjadi Peraturan Daerah;

k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa

sebagairnana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD pating

lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;

l. Rancangan Peranran Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud

pada huruf lq ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 30 (tiga putuh) hari

terhitung sejak Rancangan tersebut disetujui bersama; dan

m. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang

telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf I,

Sekretaris Daerah mengundangkan Peratuan Daerah tersebut di dalam Lembaran

Da€rah.

Pasal 8

Pembentukan Desa di luar Desa yang telah ad4 diusulkan oleh Kepala Desa kepada

Kepala Daerah melalui Camat dengan tata cara pembenhrkan sebagaimana diatur

dalam Pasal 7.

Bagian Kedua

Penghapusan dan Penggabungan Desa

Pasal 9

(l) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.

(2) Pengbapusan atau Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan

masyarakat Desa masing-masing.

(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam

Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.

(4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat.

(5) Hasil penghapusan atau penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dengan Peratumn Daerah tersendiri.
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Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pembedtukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

Pasal 10

Pelaksanaan mengenai Pembenhrkan, Penghapusan dan Penggabrrngan Desa diatur

dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan Pasal 9

ayat (5) memuat antara lain :

a tujuan;
b. syarat;

c. mekanisme ;

d. penghapusan nama Desa yang digabung ;

e. nama Desa yang baru dibentuk ;

f. pengaturan pemerintahan Desa ;

C. pengaturan sarana dan prasarana ;

h. pengaturan lembaga kemasyarakaran ;

i. pengaturan kekayaan Desa ; dan

j. pengaturan batas wilayah Desa yang dilengkapi dengan peta Desa

BAB IV
PERI.]BA}IAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal ll
(l) Desa &pat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan

Fakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi

masyarakat setempat.

(2) Aspirasi masyarakat sebagaima'"a dimaksud pada ayat (1) disetujui paling

sedikit 2/3 (dua per tiga ) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.

(3) Perubahan status Desa menjadi Keluraban sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
harus memenuhi syarat :

a. luas wilayah tidak berubah ;

b. jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK ;

c. pmsarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya

pemerintahan Kelurahan ;

d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaba jasa dan produksi serta

keanekaragaman mata pencaharian ;

e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman stahrs penduduk

dan perubahan nilai agraris ke jasa dan indusfri telah mencapai 2/3 (dua per

tiga); dan

f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 12

Tata cara pengajuan dan p€netapan. perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah

sebagai berikut :

a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi

Kelurahan;

b. masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Keluratnn kepada

BPD dan Kepala Desa ;
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BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat

tedang perubah:rn status Desa menjadi Keluraharu dan kesepakatan rapat

dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang perubahan status Desa

menjadi Kelurahan ;

Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada

Kepala Daerah melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD ;

dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Kepala Daerah

menugaskan Tim Kabupaten brsama Tim Kecamataa rmtuk melakukan

observasi ke Desa yang akan di ubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya

menjadi bahan rekomendasi kepada Kepala Daerah ;

bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa

menjadi Keluraharl Kepala Daerah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

Kepala Daerah mengaj'rkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripuma

DPRD;

DPRD bersama Kepala Daerah melakukan pembahasan atas Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dan bila

diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa BPD, dan unsur

masyarakat desa;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa mer{adi Kelurahan

yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh

Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan

Daerah;

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa

menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh

Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhih.mg sejak tanggal persetujuan

hrsama;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Kepala Daeratr paling

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan tersebut disetujui bersama;

dan

dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Da€rah tentang Penrbahan Status f),esa

menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud pada huruf h Sekretaris Daerah mengundangkan Peratuan Daerah

tersebut di dalam Lembaran Daerah.

8
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BAB V

TATA CARA PENGALIHAN KEKAYAAN DESA MENJADI

KEKAYAAN DAERAI{, PENGALIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SERTA

PENGATURAN SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengalihan Kekayaan Desa menjadi Kekayaan Daerah

Pasal 13

( I ) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi kekayaan Desa dengan

perubahan status desa menjadi kelurahan, berubah status menjadi kekayaan Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada

Angg,aran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Rincian pengalihan Kekayaan Desa menjadi Kekayaan Daerah diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengalihan Administrasi Pemerintahan serta

Pengaturan Sarana dan Prasarana

Pasd 14

(l) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari

Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Pemerintah Daerah dan bersedia bertempat

tinggal di Kelurahan setempat.

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya

menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan

penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

( I ) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.

(2) Setaku Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mempunyai

fu ga" menyelenggarakan unrsan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakaan.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelurahan melaksanakan urusan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

(4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan

kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan

akuntabilitas.

(5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai

dengan sarang prasaranq pembiayaan dan personil.

(6) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud patla ayat (3) ditetapkan

dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
PEMBENTT]KAN DUSUN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 16

Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun yang merupakan wilayah kerja Pemerintahan

Desa.
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Pasd 17

Pembentukan Dusun dapat berupa penggabungan beberapa dusurL atau bagian dusrm

yang bersandingan, atau pernekaran dari sahr dusun menjadi dua dusun atau lebih.

Bagian Kedua

Tujuan Pembentukan

Pasal 18

Pembentukan Dusun bertujuan untuk mernudahkan terselenggaranya pelayanan

pemerintahan yang efisien dan efeltif.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Pembentukan Dusun

Pasal 19

(l) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memenuhi

syarat :

a. atas prakarsa masyarakat Desa setempat;

b. jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 KK ;
c. luas Dusun;

d. kondisi sosial budaya masyarakat ;

e. letak geografis ;
f. tingkat pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pembentukan Dusun sebageimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dalam

Peraturan Desa setelah mendapat ijin tertulis dari Kepala Daerah.

(3) Dalam pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah

membentuk Tim Pembentukan Dusun.

(4) Tata Cara Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasd 20
(l) Pembiayaan Pembennrkan, Penggabungan dan Penghapusan Desa, serta

Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pembiayaan Pernbentukan Dusun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(l) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pembenhrkan, Penghapusan dan

Penggabungan Desa, Perubahan Stahrs Desa menjadi Kelurahan serta

Pembentukan Dusun dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pmrdz ayat (l) dilalekan
melalui pemberian pedoman umurr, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTT]P

Pale,l 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini separjang mengenai pelaksanaannya,

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor I I Tahun 2004 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 6 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Seri E,) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal 7-4-2010

BUPATI KEDIRI,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
padatanggal 31 - 12 - 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATENKEDIRI TAHUN 2O1O NOMOR 6

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. BIIPATI KEDIRI

SUPOYO
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABI.JPATEN KEDIRI

NOMOR 5 TAHI.]N 2O1O

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN

PERTJBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURA}IAN

I. UMI]M,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa dan Pasal 8 Peraturan MenGri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi

Keluraharu maka dipandang perlu mengatur tentang Pembentukan, Panghapusan dan

Penggabungan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASALDEMIPASAL.

Pasal 1

Cukupjelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- ' Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.
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Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasat 19

Pasal 20

Pasal 2l

Pasal 22

13

Pasal 23

Pasal 24

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukupjelas.

Cukup jelas.

Cukupjelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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